Menimbang :

Mengingat

SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

bahwa dengan telah dilaksanakannya studi penataan
jaringan trayek di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2009
dan disosialisasikan pada pada Tahun 2010, maka
dipandang perlu hasil studi tersebut diimplementasikan,;

bahwa angkutan umum diselenggarakan dalam wupaya
memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman,
nyaman dan terjangkau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pulau Morotai tentang Penetapan Jaringan Trayek
Angkutan Umum di Kabupaten Pulau Morotai.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4937);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



Menetapkan

5.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Perhubungan @ Nomor PM 15 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten
Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 53 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas
Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI
KABUPATEN PULAU MOROTALI.



Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

(1).

2).

(1).

(2).

Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa
angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta
lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan
jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor
umum.

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan
untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain
dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain
dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek
angkutan perkotaan.

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram.

Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi
atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 2

Jaringan trayek angkutan umum yang ditetapkan meliputi trayek
angkutan perkotaan dan trayek angkutan pedesaan.

Jaringan trayek angkutan umum ditetapkan sebagai berikut:

a. Trayek Daruba — Wayabula;

b. Trayek Daruba — Sangowo;

c. Trayek Sangowo — Bere-bere;

d. Trayek Bere-bere — Sopi; dan

e. Trayek Dalam Kota.

Pasal 3

Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek-
trayek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah
mobil penumpang dan/atau mobil bus.

Jumlah armada pada masing-masing trayek ditentukan sesuai kebutuhan
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Pulau Morotai.



Pasal 4

Setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan harus memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tarif angkutan umum pada masing-masing trayek ditetapkan tersendiri
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini secara
administrasi dan teknis ditugaskan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten
Pulau Morotai.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau
Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,
ttd
BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan,
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd
MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 08

Satinan sesuai dengan aslinya
Pt KEPALABAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAINMAN BASRI, SH
NiP-197606062011011003




